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Tekan Pelanggaran Terapkan Karcis Parkir secara Elektronik

TINDAKAN
TEGAS:
Pengaturan
parkir di Kota
Jogja dengan
manajemen
dan
pengaturan
lalu lintas agar
tidak terjadi
kemacetan.
Contohnya
seperti
dilakukan di
Jalan Pasar
Kembang
yang sekarang
terlarang
untuk parkir
kendaraan.

Menegakkan Regulasi dan Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah

Potensi pendapatan asli daerah (PAD) tak hanya dari
pariwisata. Khususnya pajak hotel dan restoran. Kota
Jogja juga punya potensi dari sektor pengelolaan

E parkir. Sumbernya dari retribusi maupun pajak parkir.

Bila dikelola secara baik, pendapatan dari sektor ini

NAMUN demikian, selama
ini, pengelolaan parkir, teru-
tama dari retribusi tepi jalan
umum kerap memunculkan
persoalan. Dari juru parkir
(jukir) yang menerapkan ta-
rif secara tak wajar hingga
munculnya jukir liar alias tak
berizin. Dampaknya muncul
berbagai sorotan di tengah
masyarakat.

diyakini cukup signifikan.

"Adanya jukir liar itu karena
memang ada kebutuhan. Di
lapangan setiap libur panjang,
libur anak sekolah atau hari-ha-
ri tertentu, Kota Jogja dijubeli
banyak kendaraan dari luar
kota, ungkap Sekretaris Komi-
si B DPRD Kota Jogja Krisma
Eka Putra dalam acara bin
cang-bincang baru-baru ini =
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Tekan Pelanggaran, Terapkan Karcis Parklr secara Elektronlk

Dari fenomena itu menunju-
kan lahan parkir menjadi
kebutuhan. Sebab, banyak
kendaraan dari luar Kota
Jogja sering kesulitan me-
markir kendaraannya: Apa-
lagi wisatawan yang ber-
kunjung memakai bus-bus
pariwisata ukuran besar.
Akibatnya, lahan parkir yang
disediakan Pemkot Jogja se=
lalu penuh. Tak mampu me-
nampungnya.

"Inilah yang secara masif
memicu adanya pihak-pihak
tertentu membuka pos-pos

parkir liar,” beber anggota
Fraksi Partai Gerindra ini. Ke-
hadiran banyak bus besar itu
mengakibatkan terjadinya
kemacetan. Arus lalu lintas
ikut terganggu.

Kembali ke pelanggaran

pengelolaan parkir tepi jalan -

umum, Krisma melihat ada
potensi loss alias potensi pen-
dapatan yang hilang. Pemi-
cunya antara lain adanya jukir
yang nakal. Karcis yang dikelu-
arkan tidak sesuai dengan
jumlah kendaran yang dilay-
ani. Misalnya ada lima ken-
daraan, hanya dilaporkan
satu kendaraan. "Harusnya

lima karcis yang digunakan

satu karcis,” paparnya.
Menyikapi itu, Krisma mengu-

sulkan agar di karcis

san alun-alun utara berbeda
dengan lokasi lainnya yang
relatiflebih sepi. "Kalau nan-
ti kita kati i sa-

parkir secara elektronik. Ada
heberapa kota yang sudah

rana tekrnologl jangan lagi
muncul perdebatan,” pinta
1 Fakultas Ek i

1 dengan
model di-scan oleh jukir yang
1 berhubungan den-

elola parkir yang d

kan adalah manajemen dan
rekayasa lalu lintas. Ini seba-
gai langkah agar tidak timbul
kemacetan di jalan. "Itulah
tujuanp 1 parkir. Ti-

gan saat
si Stasiun Tugu.

Jalan Pasar Kembang harus
steril dari parkir. Semula ada
tu]uh orang juru parkir yang

kan surat tugas da-
ri Dinas Pert Kota

dak hanya soal pend

Universitas Widya
gyakarta ini.

gan dinas perhubungan. Pe-
makaian scan atau barkot
parkir itu dinilai lebih seder-
hana. Tidak rumit. P p

Acara bincang-bincang yang
dipandu Wakil Ketua DPRD
+Kota Jogja Dhian Novitasari
itu juga hadirkan nara-

meski target pendap bisa
dipenuhi,” terangnya.

Dia lantas mencontohkan
kejadian di Pasar Kembang.

Ada banyak pihak yang ingin

teknologi itu juga akan mene-
kan kebocoran.

Faktor lainnya kepastian.
Sebagai ilustrasi tarif parkir
diJalan Solo maupun kawa-

sumber Kepala Bidang Per-
parkiran Dinas Perhubungan
Kota Jogja Immanudin Aziz.
Dalam kesempatan itu, Aziz,
sapaan akrabnya, dalam meng-

di jang jalan itu diman-

faatkan untuk parkir. Namun
pihaknya tetap tidak mengi-
zinkan. Jalan Pasar Kembang
terlarang untuk parkir kenda-

raan. Langkah ini sejalan den-,

Jogja. Sejak adanya revitalisa-
si itu, mereka telah berganti
pekerjaan. "Kami adakan
pendekatan dan sosialisasi
selama tiga bulan,” katanya.
Tentang tindakan terhadap
pelanggaran yang dilakukan
jukir, Aziz merujuk Perda Ko-
taJogja No. 2 Tahun 2019 ten-
tang Perparkiran. Sesuai per-
daitu, pihaknya menjatuhkan

saksi peringatan hingga pen-
cabutan izin bagi jukir yang
mengantengi surat resmi da-
ri instansinya.

Sedangkan bagi jukir tidak
resmi, dilakukan penindakan
bekerja sama dengan Satpol
PP Kota Jogja sebagai lemba-
ga penegak perda. Dikenakan
proses hukum tindak pidana
ringan (tipiring) dan denda
maksimal Rp 50 juta plus ku-
rungan selama tiga bulan.

"Kami juga bekerja sama .
dengan Satgas Saber Pungli
ada yang kena denda dari

ngadilan Rp 1,5 juta,” ceri-
ta Aziz. (kus/hep)
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